BAB V

V.1REKOMENDASI

Rekomendasi terkait dengan potensi monopoli digital berbasis data , algoritma, dan
regulatory gap adalah perlunya perluasan dan pembaruan pendekatan hukum persaingan usaha
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menangkap karakter monopoli
digital yang berbasis pada penguasaan data, algoritma, dan integrasi ekosistem. Dalam
konteks merger GoTo-Grab, dominasi pasar tidak lagi hanya tercermin dari kepemilikan aset
fisik atau pengendalian harga, tetapi juga dari kontrol terhadap data pengguna, efek jaringan,
dan ketergantungan pelaku usaha lain dalam satu platform tertutup. Oleh karena itu, indikator
posisi dominan perlu ditafsirkan secara progresif dengan memasukkan variabel penguasaan
data dan kekuatan algoritmik sebagai unsur penilaian utama guna menutup kesenjangan
regulasi (regulatory gap) dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Selanjutnya melakukan penguatan sinergi antara rezim hukum persaingan usaha dan
rezim hukum teknologi informasi serta perlindungan data pribadi. Penguasaan dan
pengolahan data dalam skala besar yang dihasilkan dari merger platform digital berpotensi
menciptakan monopoli terselubung yang tidak mudah terdeteksi oleh mekanisme penilaian
konvensional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Informasi dan
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Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu diintegrasikan
dalam analisis persaingan usaha, khususnya untuk menilai konsentrasi data dan risiko
penyalahgunaan kekuatan pasar berbasis informasi digital.

Rekomendasi terkait kapasitas KPPU dan kebutuhan reformulasi regulasi adalah
penguatan kapasitas institusional dan teknis KPPU dalam menghadapi merger digital berskala
besar. Meskipun KPPU secara normatif telah memiliki kewenangan yang memadai untuk
menilai dan mengendalikan merger GoTo-Grab, kompleksitas ekonomi digital menuntut
penguasaan keahlian tambahan di bidang analisis data, algoritma, dan dinamika platform
digital. Penguatan kapasitas ini penting agar KPPU tidak hanya mampu menilai dampak
jangka pendek merger, tetapi juga implikasi jangka panjang terhadap struktur pasar, inovasi,
dan keberlanjutan persaingan dan melakukan reformulasi kerangka regulasi antimonopoli
agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital global. Reformulasi ini dapat
dilakukan melalui penyusunan pedoman khusus atau pembaruan peraturan pelaksana yang
secara eksplisit mengatur penilaian merger digital lintas sektor. Selain itu lakukan penguatan
koordinasi lintas regulator sektoral, seperti Kementerian Perhubungan, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi langkah strategis untuk
memastikan pengawasan yang komprehensif dan mencegah terjadinya tumpang tindih
maupun kekosongan pengaturan.

Rekomendasi terkait perlindungan kepentingan publik yaitu konsumen,mitra pengemudi
dan UMKM adalah melakukan penerapan pendekatan hukum persaingan usaha yang
berorientasi pada kepentingan konsumen dan publik dalam penilaian merger GoTo-Grab.
KPPU perlu memastikan bahwa merger tidak mengurangi pilihan konsumen, menurunkan
kualitas layanan, atau menciptakan ketergantungan berlebihan pada satu entitas digital
dominan. Perlindungan konsumen harus ditempatkan sebagai parameter utama dalam menilai
manfaat dan risiko merger, sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha untuk menjaga
kesejahteraan masyarakat secara luas dan memberikan penguatan perlindungan terhadap mitra
pengemudi dan UMKM yang berada dalam ekosistem platform digital. Merger berskala besar
berpotensi melemahkan posisi tawar mitra pengemudi serta meningkatkan ketergantungan
UMKM pada satu platform dominan. Oleh karena itu, KPPU perlu mendorong penerapan
persetujuan bersyarat yang menjamin akses yang adil dan non-diskriminatif, membatasi
praktik eksklusivitas, serta memastikan transparansi dalam hubungan kemitraan guna
menjaga keseimbangan ekosistem digital dan keberlanjutan persaingan usaha.
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